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PENETAPAN

Nomor43/Pdt.P/2023/PN Mme
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadiliperkara-
perkaraPerdatadalamperadilantingkatpertama,
telahmemberikanPenetapandalamPerkaraPermohonanatasnama :
BERNABAS ABUAWAS, jeniskelaminlaki-laki, bertempattinggal di Guru-
Takaplager, RT 002/RW 001, Desa
Takaplager,KecamatanNita, Kabupaten Sikka, agama
Katolik, pekerjaanWiraswasta, yang
selanjutnyadisebutsebagai............cccoooiii
.......... Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut :
Telah membacasuratPermohonandariPemohon;
Telah mendengarketeranganPemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;
Telah pula menelitisurat-surat yang
diajukanPemohonsebagaialatbuktidipersidangan;
TENTANG PERMOHONAN
Menimbang, bahwaPemohondengan Surat Permohonan, tertanggal2 Mei
2023yang telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Maumeredalam

Register Nomor43/Pdt.P/2023/PN Mme, tanggal3 Mei 2023,

telahmengajukanPermohonan yang pada pokoknyasebagaiberikut :

1. BahwaPemohontelahmemilikiKartutan daPendudukRepublik Indonesia
dengan NIK 5307040703840003 tanggal 05 Desember 2018
atasnamaBernabasAbuawas;

2. BahwaPemohontelahmemilikiAktaKelahiranNomor 5307-LT-03032023-0005
tanggal 03 Maret 2023 atasnamaBernabasAbuawas yang dikeluarkan oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilKabupaten Sikka;

3. BahwaPemohoninginmenggantinamaPemohon pada AktaKelahiran dan
llazah anakbemamaBernabas KelanmenjadiBernabasAbuawasseperti
yangterteradalam Surat KeteranganNomor DTP.145/03/IV/2023 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Takaplagertanggal 03 April 2023;

4. BahwaPemohoningin agar namaPemohondalamAktaKelahiran, Kartu Tanda
Penduduk dan dokumen-
dokumenkependudukanlainnyadisesuaikandengannamaPemohon yang
tertulisdalam  Surat KeteranganNomor  DTP.145/03/IV/2023  yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Takaplagertanggal 03 April 2023;
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5. Bahwapergantiannamaatau perubahannamaPemohontersebut di
atasbelummendapatijin/pengesahandariPengadilan;

6. Bahwa yang
berwenangmengeluarkanPenetapanljin/PengesahanPergantian/Perubahan
Nama dimaksudadalahPengadilan Negeri maumere.

Berdasarkanuraian-uraiantersebut di atas,
makaPemohonmengajukanpermohonankepada Yang Mulia KetuaPengadilan
Negeri Maumere agar dapatmemanggil dan
memeriksapermohonaninisehinggadapatmenetapkan:

1. MengabulkanPermohonanPemohonselanjutnya;

2. Mengizinkan dan menetapkanpergantian/perubahannama pada
AktaKelahiran dan ljazah anakdariBernabas Kelan pada
AktaKelahiranNomor 5307-LT-03032023-0005 yang dikeluarkan oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilKabupaten Sikka
tanggal 03 Maret 2023 dan KartutandaPenduduk 5307040703840003
menjadiBernabasAbuawasseperti yang tertera di dalam Surat
KeteranganNomor DTP.145/03/1V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Takaplagertanggal 03 April 2023;

3. MemerintahkankepadaPemohonuntukmelaporkanseperlunyakepada
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilKabupaten Sikka di
Maumeregunapencatatanprgantian/perubahannamaPemohon;

4. MembebankankepadaPemohonuntukmembayarsegalabiaya yang
timbuldalampermohonanini.

Menimbang, bahwa pada harisidang yang telahditetapkan,

Pemohondatangmenghadapsendiri;

Menimbang, bahwaselanjutnyatelahdibacakan Surat
PermohonanPemohon,
namunsebelummembacakanisisuratPermohonantersebutPemohonmenyatakana
daperubahanatasPermohonantersebut, yakni pada
pokoknyaperubahantersebutadalahsebagaiberikut:

- Perbaikan pada Petium Permohonanhalaman 2 (dua) point 2 (dua)
sampaidengan 4 (empat), menjadisebagaiberikut:

2. MemberiizinkepadaPemohonuntukmemperbaikiAktaKelahiran Anak
Pemohon dan ljazah Anak Pemohon yang bernama BENEDIXTIA
AVELIN  KELAN sehingganamaPemohon yang semulatertulis
BERNABAS KELAN diperbaikisebagaimananamaPemohon  yang
tertulisberdasrkan AktaKelahiranPemohonNomor 5307-LT-03032023-005
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yang dikeluarkanDukcapilKabupaten Sikka tertanggal 3 Maret 2023,
sehingganamaPemohonselanjutnya dan selengkapnyamenjadidibaca dan
ditulisdengan BERNABAS ABUAWAS;

3. MemerintahkankepadaPemohonuntukmelaporkanseperlunyakepada
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilKabupaten Sikka di
MaumeregunapencatatanperbaikannamaPemohon pada
AktaKelahirananakPemohon;

4. MembebankankepadaPemohonuntukmembayarsegalabiaya yang
timbuldalampermohonanini;

Menimbang, bahwaberdasarkanketentuandalamPasal 127 Reglement op
de Rechtsvordering (Rv) Jo. YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia
No 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 yang pada
pokoknyamenerangkanPemohon/Penggugatberhakuntukmengubahataumengura
ngituntutannyaakantetapiperubahan Surat
Gugatan/Permohonannyatidakbertentangandenganasashukum acara
perdatayaitusepanjangtidakbertentanganatautidakmenyimpangdarikejadian materi
Il yang diuraikandalam Surat GugatanPenggugat/Surat
PermohonanPemohontersebut;

Menimbang, bahwauntukmenguatkandalil-dalilpermohonannya,
Pemohondipersidangantelahmengajukanbukti-buktisurat, berupa :

- Foto copyKartu Tanda PendudukatasnamaBERNABAS
ABUAWASdenganNomorindukKependudukan530740703840003,
selanjutnyadiberitandabukti P-1;

- Foto copyKutipanAktaKelahiranatasnama  BERNABAS  ABUAWAS
dengannomor 5307-LT-03032023-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilKabupaten Sikka, tertanggal3
Maret 2023, selanjutnyadiberitandabukti P-2;

-  Foto copy KartuKeluargaNomor5307040606070136,
denganKepalaKeluargaatasnamaBERNABAS ABUAWAS, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilKabupaten Sikka,
selanjutnyadiberitandabukti P-3;

-  Foto copy Kutipan AktaKelahiranatasnamaBENEDIXTIA AVELIN
KELANdengannomor697/LU/1933/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilKabupaten Sikka, tertanggal8 Mei
2006, selanjutnyadiberitandabukti P-4;

- Foto copy ljazah Sekolah Dasaratasnama BENEDIXTIA AVELIN KELAN
dengannomorpokoksekolahnasional 50302331, yang dikeluarkan oleh
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KepalaSekolah SD Inpres CI Hoba, Kabupaten Sikka, tertanggal4 Juni

2018, selanjutnyadiberitandabukti P-5;

- Foto copy ljazah SekolahMenengahPertamaatasnama BENEDIXTIA
AVELIN KELAN dengannomorpokoksekolahnasional 50302241, yang
dikeluarkan oleh KepalaSekolahSMP KatolikkimangBuleng, Kabupaten
Sikka, tertanggal7 Juni 2021, selanjutnyadiberitandabukti P-6;

- Foto copySurat KeteranganNomorDTP.145/03/1V/2023, yangdikeluarkan
oleh Kepala Desa Takaplager, yangmenerangkanbahwasannyaBERNABAS
ABUAWASadalah orang yang samadengan BERNABAS KELAN,
selanjutnyadiberitandabukti P-7;

Menimbang, bahwabuktisurat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-7tersebut di
atassetelahditelititemyatasesuaidenganaslinyadan
seluruhbuktisurattersebuttelahdibubuhimateraisecukupnya(dinazegelen), oleh
karenaitusurat-surattersebutdapatdijadikansebagaialatbukti yang sah,
namunterhadapalatbuktisuratP-3 tersebutberupafoto copy yang
telahdibubuhimateraicukup(dinazegelen) namuntidakdapatdiperlihatkanaslinya
di persidangan;

Menimbang, bahwadipersidangantelah pula didengarketerangan Saksi-
Saksi, yaitu Saksi M FRANSISKA YUVENTAdan Saksi FEKI TAMOES, yang
masing-masing telahmemberikanketerangan di bawahjanjisebagaiberikut :

1. Saksi M FRANSISKA YUVENTA.

- Bahwa Saksi merupakanibukandungdariPemohon;

- BahwaberdasarkanaktakelahirananakPemohon yang bemama
BENEDIXTIA AVELIN KELAN yaknitertulisnamaPemohonselaku ayah
dari BENEDIXTIA AVELIN KELAN adalahBERNABAS KELAN, yang
mana  seharusnyaberdasarkannamaPemohon yang benaradalah
BERNABAS ABUAWAS berdasarkanKutipanAktaKelahiranatasnama
BERNABAS ABUAWAS dengannomor 5307-LT-03032023-0005, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
PencatatanSipilKabupaten Sikka, tertanggal 3 Maret 2023;

- BahwaAnak Pemohondilahirkan di Maumere pada tanggal4 April 2006;

- Bahwawaktulahir,
Pemohonmelakukanpengurusanaktakelahirananakpemohontanpamenge
ceknamadariPemohonitusendirisehinggaterjadilahkesalahanpenulisanna
maPemohon yang seharusnya BERNABAS ABUAWAS menjadi
BERNABAS KELAN yang dituliskan oleh Bidan yang
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membantumelahirkananakpemohon pada
suratpengantarketerangankelahirananak BENEDIXTIA AVELIN KELAN;
- Bahwaoleh

karenanyaPemohonbermaksudmelakukan perbaikannamaPemohonmenja
dinamaPemohon yang benar pada
AktaKelahirananakPemohonKutipan AktaKelahiranatasnamaBENEDIXTIA
AVELIN KELANdengannomor697/LU/1933/2006, yang dikeluarkan oleh
KepalaDinas Kependudukan dan PencatatanSipilKabupaten Sikka,
tertanggal8 Mei 2006, yakni BERNABAS ABUAWAS;

- BahwasaatiniPemohon dan anaknyaberdomisili di Guru-Takaplager, RT
002/RW 001, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;

- BahwadenganmengajukanPermohonanini,
Pemohonbermaksuduntukmemberikankepastianhukumterhadapaktakelah
iran dan seluruhadministrasiidentitasanakPemohon,
sehingganantinyatidakadalagiperbedaannamaPemohon di
dalamdokumenmaupunsuratlainnyamilikanakPemohontersebut;

2. Saksi FEKI TAMOES

- Bahwa Saksi merupakansaudaraiparsepupudariPemohon;

- BahwaberdasarkanaktakelahirananakPemohon yang bemama
BENEDIXTIA AVELIN KELAN yaknitertulisnamaPemohonselaku ayah
dari BENEDIXTIA AVELIN KELAN adalahBERNABAS KELAN, yang
mana  seharusnyaberdasarkannamaPemohon  yang benaradalah
BERNABAS ABUAWAS berdasarkanKutipanAktaKelahiranatasnama
BERNABAS ABUAWAS dengannomor 5307-LT-03032023-0005, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
PencatatanSipilKabupaten Sikka, tertanggal 3 Maret 2023;

- Bahwa Anak Pemohondilahirkan di Maumere pada tanggal4 April 2006;

- Bahwawaktulahir,
Pemohonmelakukanpengurusanaktakelahirananakpemohontanpamenge
ceknamadariPemohonitusendirisehinggaterjadilahkesalahanpenulisanna
maPemohon yang seharusnya BERNABAS ABUAWAS menjadi
BERNABAS KELAN yang dituliskan oleh Bidan yang

membantumelahirkananakpemohon pada
suratpengantarketerangankelahirananak BENEDIXTIA AVELIN KELAN;
- Bahwaoleh

karenanyaPemohonbermaksudmelakukan perbaikannamaPemohonmenja

dinamaPemohon yang benar pada
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AktaKelahirananakPemohonKutipan AktaKelahiranatasnamaBENEDIXTIA

AVELIN KELANdengannomor697/LU/1933/2006, yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilKabupaten Sikka,

tertanggal8 Mei 2006, yakni BERNABAS ABUAWAS;

- BahwasaatiniPemohon dan anaknyaberdomisili di Guru-Takaplager, RT
002/RW 001, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;

- BahwadenganmengajukanPermohonanini,
Pemohonbermaksuduntukmemberikankepastianhukumterhadapaktakelah
iran dan seluruhadministrasiidentitasanakPemohon,
sehingganantinyatidakadalagiperbedaannamaPemohon di
dalamdokumenmaupunsuratlainnyamilikanakPemohontersebut;
Menimbang, bahwaselainapa yang telahdisebutkan di atas,

Pemohontidakmengajukanapapunlagi dan selanjutnyamemohonPenetapan;

Menimbang, bahwauntukmempersingkaturaianPenetapanini,
makasubstansidariseluruh  Berita Acara Persidangan inidiambilalih dan
dinyatakansebagaibagian yang tidakterpisahkan dan
turutdipertimbangkansepenuhnyadalamPenetapanini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksud dan
tujuanPermohonanPemohonadalahsebagaimanaterurai di atas;

Menimbang, bahwaPermohonanPemohon pada
pokoknyaadalahberkeinginanuntukmemperbaikinamaPemohonsebagaimana
yang tertulis di
dalamKutipanAktaKelahirananakPemohonyaitusemulabemamaBERNABAS
KELANyang untukselanjutnyadiperbaikimenjadiBERNABAS ABUAWAS,
sebagaimanasesuaidengannama yang tertera di
dalamKutipanAktaKelahiranatasnama BERNABAS ABUAWAS dengannomor
5307-LT-03032023-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan PencatatanSipilKabupaten Sikka, tertanggal 3 Maret 2023;

Menimbang, bahwauntukmembuktikandalil -
dalilpermohonannyatersebutPemohontelahmengajukanbuktisuratP-
lsampaidenganP-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang
memberikanketerangan di  bawahjanji, masing-masing vyaituSaksi M
FRANSISKA YUVENTA dan Saksi FEKI TAMOES;

Menimbang, bahwaalat-
alatbuktitersebuttelahdiajukan/dihadapkanmenurutprosedur dan
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memenuhisyaratsebagaisuatualatbukiti yang sah,
untukitudapatdipakaisebagaibahanpertimbangandalamperkaraini;

Menimbang, bahwadaribuktiP-1sampaidenganP-5 yang
dikuatkandenganketerangan Saksi-Saksi telahdiperolehfakta-
faktahukumsebagaiberikut :

- Bahwaberdasarkanbuktisurat P-4berupaKutipanAktaKelahiranatasnama
BENEDIXTIA AVELIN KELAN dengannomor 697/LU/1933/2006, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
PencatatanSipilKabupaten = Sikka,  tertanggal 8 Mei 2006,

tertulisbahwasannyanamaPemohonadalahBERNABAS KELAN,
sedangkannamaPemohon di dalambuktisurat P-lberupaKartu Tanda
Pendudukatasnama BERNABAS ABUAWAS

denganNomorindukKependudukan 530740703840003,buktisurat P-2
berupaKutipan AktaKelahiranatasnama BERNABAS ABUAWAS
dengannomor 5307-LT-03032023-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilKabupaten Sikka, tertanggal 3
Maret 2023, dan Dbuktisurat P-3 berupaKartuKeluargaNomor
5307040606070136, denganKepalaKeluargaatasnama BERNABAS
ABUAWAS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan SipilKabupaten Sikka,
namaPemohontertulisbemamaBERNABAS ABUAWAS, vyang oleh
karenaPemohonbermaksudmelakukan perbaikanterhadapnamaPemohon
menjadinamaPemohon yang tertulis di buktisurat P-1, P-2, dan P-
3tersebut padaKutipanAktaKelahiranatasnama BENEDIXTIA AVELIN
KELAN dengannomor 697/LU/1933/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilKabupaten Sikka, tertanggal 8
Mei
2006denganalasanPemohoninginuntukmemberikankepastianhukumterha
dapaktakelahiran dan seluruhadministrasiidentitasanakPemohon,
sehingganantinyatidakadalagiperbedaannamaPemohon di
dalamdokumenmaupunsuratlainnyamilikanakPemohontersebut;

- BahwasaatinisaatiniPemohon dan  anaknyaberdomisili di  Guru-
Takaplager, RT 002/RW 001, Desa Takaplager, Kecamatan Nita,
Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwadenganmempertimbangkanfakta-fakta yang
terungkapdipersidangansertaalasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon,
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telahterbuktiadanyaurgensi yang memadai yang
menjadidasarPermohonanPemohon;

Menimbang, bahwasebelum Hakim
mempertimbangkanisipermohonanPemohonterlebihdahuluakandipertimbangkan
apakahPengadilan Negeri Maumereberwenanguntukmemeriksa dan
mengadiliperkarapermohonanPemohon a quo;

Menimbang,
bahwauntukmengajukansuatu permohonanmakapermohonantersebutdiajukande
ngansurat yang ditandatangani oleh Pemohonatakuasanya yang sah dan
ditujukankepadaKetuaPengadilan Negeri tempattinggalPemohon;

Menimbang, bahwaberdasarkanfaktadipersidangansebagaimanabukti P-
1, P-3, dan P-7 sertaKeterangan Para Saksi
menyatakanbahwaPemohonmerupakan Warga Negara Indonesia yang
saatinibertempattinggal di Guru-Takaplager, RT 002/RW 001, Desa Takaplager,
Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, yang merupakan wilayah hukumPengadilan
Negeri Maumere, sehinggaHakim berkesimpulanbahwasannyaPengadilan
Negeri Maumereberwenangmemeriksa dan mengadiliperkarapermohonanini;

Menimbang, bahwaselanjutnya Hakim akanmempertimbangkanpetitum-
petitum yang
termuatdalampermohonanPemohonapakahberalasanhukumuntukdikabulkanata
utidak;

Menimbang, bahwauntukmempertimbangkanpetitum ke-1 (kesatu), maka
Hakim perlumempertimbangkanpetium ke-2 (kedua) sampaidengan ke-4
(keempat) daripermohonanPemohonterlebihdahulu;

Menimbang, bahwaterhadappetitum ke-2 (kedua) permohonanPemohon
yang pada pokoknyamemohon agar
diberiizinuntukmerubah/memperbaikinamaPemohon yang tertera  pada
KutipanAktaKelahiranatasnamaBENEDIXTIA AVELIN KELAN dengannomor
697/LU/1933/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
PencatatanSipilKkabupaten Sikka, tertanggal 8 Mei 2006,yang semulatertulis
BERNABAS KELAN menjadi BERNABAS ABUAWAS;

Menimbang, bahwaberdasarkanPasal 1 angka 15 Undang-
UndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006
TentangAdministrasiKependudukanmenyatakanbahwapen catatansipiladalahpen
catatanPeristiwaPenting yang dialami oleh seseorangdalam register

PencatatanSipil pada InstansiPelaksana;
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Menimbang, bahwaberdasarkanPasal 1 angka 17 Undang-
UndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006
TentangAdministrasiKependudukanmenyatakanbahwaperistiwapentingadalahke
jadian yang dialami oleh seseorangmeliputikelahiran, kematian, lahirmati,
perkawinan, perceraian, pengakuananak, pengesahananak, pengangkatananak,
perubahannama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwaberdasarkanPasal 68 ayat (1) huruf a Undang-
UndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006
TentangAdministrasiKependudukanmenyatakan bahwaKutipan AktaKelahiranmer
upakanbagiandariKutipan AktaPencatatan Sipil;

Menimbang, bahwabahwaberdasarkanPasal 68 ayat (2) huruf a Undang-
UndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006
TentangAdministrasiKependudukanmenyatakan bahwanama orang yang
mengalamiPeristiwapentingadalah salah
satumuatandariKutipan AktaPencatatan Sipil;

Menimbang, bahwanamaPemohon“BERNABAS KELAN” yang
merupakannama orang tuadarianakBENEDIXTIA AVELIN KELAN yang termuat
pada KutipanAktaKelahiranatasnama BENEDIXTIA AVELIN KELAN
dengannomor 697/LU/1933/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan PencatatanSipilKabupaten Sikka, tertanggal 8 Mei
2006,adalah salah satumuatandariKutipanAktaPencatatanSipil;

Menimbang, bahwaberdasarkanPasal 71 ayat (1) Undang-
UndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas
UndangUndangNomor 23 Tahun 2006
TentangAdministrasiKependudukanmenyatakanbahwapembetulanAktaPencatat
anSipilhanyadilakukanuntukakta yang mengalamikesalahantulisredaksional,
berdasarkanpenjelasanpasal 70 ayat (1) yang dimaksuddengan
"kesalahantulisredaksional", misalnyakesalahanpenulisanhuruf dan/atauangka;

Menimbang, bahwaberdasarkanPasal 71 ayat (2) Undang-
UndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006
TentangAdministrasiKependudukan menyatakanpembetulanaktapen catatansipild
ilaksanakandenganatautanpapermohonandari orang yang menjadisubjekakta,

dalampenjelasanpasaltersebutmenyatakanpembetulanaktabiasanyadilakukan
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pada saataktasudahselesai di proses (aktasudahjadi)
tetapibelumdiserahkanatauakandiserahkankepadasubjekakta.
Pembetulanaktaatasdasarkoreksi dan petugas,
wajibdiberitahukankepadasubjekakta;

Menimbang, bahwaKutipanAktaKelahiranatasnama BENEDIXTIA
AVELIN KELAN dengannomor 697/LU/1933/2006, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilKabupaten Sikka, tertanggal 8
Mei
2006,selanjutnyasubjekaktaatauPemohontelahmenerimamuatandarikutipanakta
kelahirantersebutnamuntanggal pada kutipanaktakelahirantersebutternyata
salah dan haltersebutbarudiketahui oleh Pemohon pada tahun 2023;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-fakta di persidangannamaPemohon
yang sebenamyaadalah BERNABAS ABUAWAS dan
terjadinyaperbedaannamaPemohon pada kutipanaktakelahirandengan data-
data lain
milikanakPemohonkarenasaatmenerimaaktakelahirantersebutPemohonselaku
orang tuatersebuttidakmemeriksakutipanaktakelahirantersebut,
sehinggaPemohontidakmenyadarijikatelahterjadikesalahannamanya yang
tercantum pada kutipanaktakelahirananakPemohontersebut;

Menimbang, bahwaberdasarkanuraianpertimbangan -
pertimbangantersebutdiatas,
bahwapermohonanPemohontidaklahbertentangandenganperaturanperundang-
undangan yang berlaku, dengandemikianPemohontelahdapatmembuktikandalil -
dalilpermohonan,maka Hakim berpendapatpetitumke 2 (dua)
dapatdikabulkandenganperbaikanredaksionalkalimat pada amarpenetapan;

Menimbang, bahwa Para Pemohondalam Petitum ke-3 (ketiga)
Permohonannyamemohon agar Hakim Memerintahkan kepada Pemohon untuk
melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang
pencatatanperbaikannamaPemohon pada AktaKelahirananakPemohon, maka
atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwaberdasarkanPasal 1 angka 17 Undang-
UndangNomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 23
Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukanyakni
“PeristiwaPentingadalahkejadian yang dialami oleh seseorangmeliputikelahiran,
kematian, lahirmati, perkawinan, perceraian, pengakuananak, pengesahananak,

pengangkatananak, perubahannama dan perubahan status kewarganegaraan’,
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sedangkanPasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-UndangNomorUndang-
UndangNomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 23
Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan yang menyebutkan ‘(1)

PencatatanPeristiwaPentinglainnyadilakukan oleh
PejabatPencatatanSipilataspermintaanPenduduk yang
bersangkutansetelahadanyaputusanpengadilan negeri yang
telahmemperolehkekuatanhukumtetap; 2

PencatatanPeristiwaPentinglainnyasebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling
lambat 30 (tigapuluh) harisetelahditerimanyasalinanpenetapanpengadilan’,
selainituberdasarkanPasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 108 Tahun 2019
tentangPeraturanPelaksanaanPeraturanPresidenNomor 96  Tahun 2018
TentangPersyaratan Dan Tata Cara  PendaftaranPenduduk  Dan
PencatatanSipilmenyebutkan “PelayananPencatatanSipilkepadaPeduduk WNI
dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota
di tempatPendudukberdomisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dan
berdomisilidi Kabupaten Sikka, maka Pemohonharuslahmembawa dan
melaporkan salinan sah penetapanpencatatanperbaikannamaPemohon pada
AktaKelahirananakPemohonini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan
Catatan Sipil Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebut Hakim
berpendapatterhadappetitum ke-3 (ketiga) Permohonana
guoharuslahdikabulkandenganperbaikanredaksionalsebagaimanadalamdiktump
enetapan di bawahini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) Permohonan
Pemohon tersebut, oleh karena pokok dari Permohonan Pemohon tersebut
telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon
tersebut cukup beralasan dan patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan
seluruhnya dan petitum ke-1 (kesatu) Permohonan Pemohon tersebut cukup
beralasan dan patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh
karenaPermohonanPemohontersebutdikabulkan, makasegalabiaya yang
timbuldalampermohonaninidibebankankepadaPemohon;

Memperhatikan dan mengingat,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang
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P

Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang
bersangkutan dengan Penetapan ini;
MENETAPKAN:

1. MengabulkanPermohonanPemohonuntukseluruhnya;

2. MemberiizinkepadaPemohonuntukmemperbaiki/menggantinamaPemohon
yang bernamaBERNABAS ABUAWASsehingganamaPemohon yang
semulatertulis BERNABAS KELAN pada KutipanAktaKelahiranatasnama
BENEDIXTIA AVELIN KELAN dengannomor 697/LU/1933/2006, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
PencatatanSipilKabupaten Sikka, tertanggal 8 Mei 2006 dan ijazah SD serta
SMP anakPemohondiperbaiki/digantidengan BERNABAS ABUAWAS,
sehingganamaPemohonselanjutnya dan selengkapnyamenjadidibaca dan
ditulisdengan BERNABAS ABUAWAS;

3. MemerintahkankepadaPemohonuntukmelaporkantentangperbaikan/pengga
ntiannamaPemohontersebutdiataskepadaPejabatPencatat pada Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan SipilKabu patenSikkauntukdilakukanpencatatan pada
CatatanPinggir Register AktaKelahiran yang diperuntukkanuntukituserta
pada KutipanAktaKelahirananakPemohontersebut;

4. MenghukumPemohonuntukmembayarseluruhbiaya yang
timbuldalamPermohonaninisejumlahRp460.000,00 (empat ratus
enampuluhribu rupiah);

Demikianditetapkan pada hari :Selasa, tanggal6Juni2023, oleh

MIRA HERAWATY, SH., selaku Hakim Tunggal,
berdasarkanPenetapanKetuaPengadilan Negeri Maumere, tanggal3 Mei 2023,
Nomor43/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme,
PenetapanPermohonantersebutdiucapkandalamsidang yang

terbukauntukumum pada hari dan tanggalitu juga oleh Hakim tersebut, dibantu
oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H., PaniteraPengganti pada Pengadilan
Negeri Maumere dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI, HAKIM,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H. MIRA HERAWATY, S.H.
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Perincian biaya:

1. Biaya Materai : Rp 10.000,00;

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00;

3. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00;

4. PNBPPanggilan : Rp 20.000,00;

5. Biaya Proses/ATK : Rp100.000,00;

6. Biaya Panggilan : Rp250.000,00;

7. Biaya Sumpah : Rp 50.000,00;
Jumlah : Rp460.000,00;

(empat ratus tigapuluhribu rupiah)
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